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BAB III
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PADANG TAHUN 2017

Pada bab ini, akan menjelaskan tentang perkara cerai talak diPengadilan Agama Padang tahun 2017, mulai dari profil singkat PengadilanAgama Padang, kemudian akan dipaparkan data kasus cerai talak diPengadilan Agama Padang pada tahun 2017 serta bagaimana mekanismepenyelesaian kasus perkara cerai talak di Pengadilan Agama Padang. Tidakhanya itu, dalam bab ini juga dikemukakan teori eksekusi terhadap nafkah
‘iddah dan mut’ah.
3.1 Profil Singkat Pengadilan Agama Padang

3.1.1 Sejarah Pengadilan Agama PadangPengadilan Agama Padang merupakan pengadilan Tingkat Pertamayang berada di wilayah kota Padang Sumatera Barat, dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertamaantara orang-orang yang beragama Islam. Mengenai adanya pengadilan ini,maka ada beberapa ketentuan yang mendasari terbentuknya PengadilanAgama Padang. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Padangdiantaranya adalah:1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang PembentukanPengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah di Luar Jawa dan Madura.2. Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang PembentukanPengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera.Pengadilan Agama Padang berdiri sejalan dengan dikeluarkannyaPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang PembentukanPeradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal dengannama Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah telah ada berdasarkan Stb1882 No. 152 jo. Stb. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur tentang PeradilanAgama di Jawa dan Madura. Sementara untuk daerah Kalimantan diaturdengan S.1937 No. 638 dan 639. Untuk daerah luar Jawa dan Maduraberdasarkan beberapa peraturan yang berbeda-beda dan tersendiri, baik
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berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer Belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, undang-undang biaya, keputusan Wali Nagari SumateraTimur serta peraturan swapraja dan adat.Ketika pengadilan-pengadilan swapraja dan adat dihapuskan,kedudukan dan kelangsungan peradilan agama diragukan secara hukum.Oleh karena tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasaperlu untuk mengadakan peraturan pemerintah yang mengaturpembentukan Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasukPadang). Hal ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP Nomor 45Tahum 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyahdi Luar Jawa dan Madura. Kemudian diatur lebih lanjut dalam PenetapanMenteri  Agama No. 58 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Sumatera.Dalam penetapan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tersebutdiperintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk wilayah SumateraBarat, termasuk di dalamnya Pengadilan Agama Padang. Di samping itudalam penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan secara tegas bahwawilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah hukumPengadilan Negeri.Pengadilan Agama Padang diresmikan pada tanggal 18 Oktober 1959di Jalan Jati Padang oleh K.H Moesleh yang ditunjuk oleh Menteri. KetuaPengadilan Agama ketika itu adalah Silahidin Yunus Datuk Hindun Sutan.Pada tahun 1960 kantor Pengadilan Agama padang pindah ke rumah seorangyang berkebangsaan Taiwan bernama Pohok, namun tidak lama berselangpindah lagi ke Jalan Jati. Pengadilan Agama Padang pindah lagi ke Jalan KuiniNo. 79 B Padang (Komplek Kanwil Depag Sumatera Barat). Tahun 1991pindah ke Komplek Masjid Nurul Iman Jl. Thamrin Padang di gedung bekasPengadilan Tinggi Agama Padang. Pada tanggal 24 April 1998 pindah ke Jl. ByPass No. 1 Durian Tarung Padang sampai sekarang.. Sejak tahun 1998 hinggasekarang aktifitas perkantoran Pengadilan Agama Padang menempati gedung
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sendiri yang beralamat di Jl. By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan PasarAmbacang Kecamatan Kuranji Kota Padang propinsi Sumatera Barat (It, t.t).
3.1.2 Kompetensi Pengadilan Agama PadangPengadilan Agama Padang dalam melaksanakan tugas, tentunyabekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tidaksemua perkara yang ada dapat diselesaikan begitu saja oleh sebuahpengadilan. Apalagi perkara yang ada itu bukanlah di bawah kekuasaannyaatau kewenangannya.Kata kekuasaan sering disebut dengan kata kompetensi, yang berasaldari bahasa Belanda Competentie, kadang-kadang diterjemahkan dengankewenangan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Kekuasaanperadilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, menyangkut duahal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatifdiartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan,dalam perbedaannya dengan kekuasaan peradilan yang sama jenis dan samatingkatan. Misalnya, antara Pengadilan Negeri Bogor dengan PengadilanNegeri Subang, Pengadilan Agama Negeri Muara Enim dan Pengadilan AgamaBaturaja (Rasyid, 2016, p. 25).Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungandengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan,misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi merekayang beragama Islam sedangkan bagi yang selain agama Islam menjadikekuasaan Peradilan Umum (Rasyid, 2016, p. 27). Jenis perkara yangmenjadi kekuasaan Peradilan Agama, menurut Undang-Undang No. 7 tahun1989 adalah pertama, tentang perkawinan; kedua, tentang warisan, wasiat,dan hibah; ketiga, tentang perkara wakaf dan sedekah.Jika dilihat pada UU No. 3 Tahun 2006 perubahan atas UU No. 7 Tahun1989, Kekuasaan absolut Peradilan Agama meliputi perkara tertentu dengan



43

memperluas kewenangan Pengadilan Agama yang disebut dalam Pasal 49dan 50 yang berbunyi:Pasal 49Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan 2. Kewarisan 3.Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakat 7. Infak 8. Sedekah, dan 9. EkonomiSyariahPasal 501. Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau sengketa laindalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khususmengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu olehPengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. 2. Apabila terjadisengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 yang subjekhukumnya antara orang-oarng yang beragama Islam. Objek sengketatersebut diputuskan oleh Pengadilan Agama bersama perkara yangdimaksud dalam Pasal 49.Dalam Pasal 49 sampai 53 UU NO. 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang telah diamandemenkan dengan UU No. 3 Tahun 2006, dijelaskantentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugasPengadilan Agama. Dalam Pasal 49 ditentukan bahwa Peradilan Agamabertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekahdan ekonomi syariah. UU No. 3 Tahun 2006 memperluas kewenanganPengadilan Agama yaitu ditambah perkara zakat, infak dan ekonomi syari’ah.Sementara itu undang-undang tentang pengadilan agama yang baru,UU No. 50 Tahun 2009 memuat perubahan dan tambahan yang barudiantaranya adalah pengadilan agama khusus dilingkungan peradilan agama,hakim adhoc di Pengadilan Agama, pengawasan internal oleh MA daneksternal oleh KY, putusan bisa dijadikan dasar mutasi, seleksi pengangkatanhakim dilakukan oleh MA dan KY, pemberhentian hakim atas usulun MA danatau KY via KMA, tunjangan hakim sebagai pejabat Negara, Usia pension haki65 bagi PA dan 67 bagi PTA, panitera/PP 60 PA dan 62 PTA, pos bantuan
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hokum disetiap pengadilan agama, jaminan akses masyarakat akan informasipengadilan dan terakhir yaitu ancaman pemberhentian tidak hormat bagipenarik pungli.Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan mutlakoleh Peradilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974tentang perkawinan: 1. Izin beristri lebih dari seorang. 2. Izin melangsungkanperkawinan bagi orang yang  belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tuaatau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. 3. Dispensasikawin 4. Pencegahan perkawinan 5. Penolakan perkawinan oleh PPN 6.Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri 7. Perceraian karena talak8. Gugatan perceraian 9. Penyelesaian harta bersama 10. Ibu dapat memikulbiaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawabtidak memenuhinya. 11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupanoleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekasistri. 12. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak. 13. Putusantentang pencabutan kekuasaan orangtua. 14. Penunjukkan kekuasaan wali.15. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam halkekuasaan seorang wali dicabut. 16. Menunjukkan seorang wali dalam halseorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal keduaorangtuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orangtua. 17.Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telahmenyebabkan kerugian atas anak yang ada di bawah kekuasaanya. 18.Penetapan asal usul anak. 19. Keputusan tentang hal penolakan pemberianketerangan untuk melakukan perkawinan campur. 20. Pernyataan tentangsahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentangperkawinan yang dijalankan menurut peraturan yang lain. 21. Bidangkewarisaan yang  menjadi tugas dan wewenang Peradilan Agama disebutkandalam Padal 49 Ayat 3 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UUNo. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagi berikut: a. Penentuan siapa-siapa yang  menjadi ahli
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waris. b. Penentuan mengenai harta peninggalan. c. Penentuan masing-masing ahli waris. d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut(Asasriwarni, Nurhasnah 2006, 142)
3.2 Data Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama PadangPada pembahasan ini akan dikemukakan data-data perkara cerai talakyang diterima serta yang diputus di Pengadilan Agama Padang Tahun 2017.

Sumber: Laporan Bulanan Pengadilan Agama Padang Tahun 2017Data perkara cerai talak yang diterima pada tahun 2017 berjumlah375 perkara. Pada bulan Januari tahun 2017 perkara cerai talak yangditerima oleh Pengadilan Agama Padang berjumlah 46 perkara denganpersentasi 12,3%. Bulan Februari mengalami penurunan perkara cerai talakyang diterima yaitu berjumlah 34 perkara dengan persentase 9,1%, begitujuga pada bulan Maret perkara cerai talak yang diterima berjumlah 31perkara dengan persentase 8,2%. Bulan April perkara cerai talak yangditerima mulai naik menjadi 36 perkara dengan persentase 9,6%, akan tetapibulan Mei dan Juni mengalami penurunan kembali, bulan Mei berjumlah 23perkara sedang bulan Juni berjumlah 15 perkara dengan masing-masingpersentasi 6,1% dan 3,2%. Dari bulan Juni ke bulan Juli mengalami penaikandrastis yaitu dari 15 buah perkara di bulan Juni menjadi 51 buah perkara
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cerai talak di bulan Juli dengan persentase 13,6%. Kemudian dua bulanberikutnya mengalami penurunan perkara yang diterima sebanyak 31 buahperkara di bulan Agustus dan 21 buah perkara di bulan September, denganpersentase masing-masingnya 8,3% dan 5,6%. Kemudian pada bulan Oktobermengalami penaikan lagi perkara cerai talak yang diterima yakni berjumlah38 perkara dengan persentase 10,1%, sedangkan pada bulan Novemberberjumlah 36 perkara  dengan persentase 9,6%, serta bulan Desemberberjumlah 13 perkara dengan persentase 3,5%. Dengan demikian, jika dilihatpada grafik di atas, data cerai talak yang diterima pada tahun 2017mengalami penaikan dan penurunan setiap bulannya. Cerai talak yangditerima paling banyak pada bulan Juli 2017 sebanyak 51 perkara denganpersentase 13,6%. Pada bulan Desember terjadi penurunan data cerai talaksebanyak 13 perkara dengan persentase 3,5%.

Sumber: Laporan Bulanan Pengadilan Agama Padang Tahun 2017Data perkara cerai talak yang diputus pada tahun 2017 berjumlah 286perkara, dan dicabut berjumlah 40 perkara. Perkara cerai talak yang diputuspada tahun 2017 oleh Pengadilan Agama pada bulan Januari berjumlah 14perkara. Bulan Februari perkara cerai talak yang diputus mengalami
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penaikan dengan jumlah perkara 27 buah, akan tetapi bulan Maret dan Aprilmengalami penurunan perkara yang diputus yaitu berjumlah 22 perkara dibulan Maret dan 19 perkara di bulan April. Pada bulan Mei perkara yangdiputus mengalami kenaikan kembali yaitu berjumlah 28 perkara, akantetapi di bulan Juni turun kembali yaitu berjumlah 18 buah perkara. Bulanselanjutnya mengalami penikan kembali perkara yang diputus yaitu terdapatpada bulan Juli dan Agustus yang masing-masingnya berjumlah 20 buahperkara di bulan Juli dan 32 buah perkara di bulan Agustus. Pada bulanSeptember perkara yang diputus berjumlah 30 perkara, sedangkan di bulanOktober berjumlah 15 perkara dengan penurunan dua kali lipat dari perkarayang sebelumnya. Kemudian pada bulan November naik kembali denganjumlah 34 buah perkara sedang pada bulan Desember turun kembali denganjumlah 27 buah perkara .Mengenai perkara cerai talak yang dicabut oleh Pengadilan AgamaPadang pada bulan Januari hanya terdapat 1 perkara yang dicabut,sedangkan pada bulan Februari, April, dan Oktober terdapat 2 perkara yangdicabut. Pada tahun 2017 perkara yang dicabut oleh Pengadilan AgamaPadang paling banyak adalah 6 buah yaitu terdapat pada bulan Maret, Mei,dan November, namun di bulan Juni tidak ada perkara yang dicabut olehPengadilan Agama Padang. Pada bulan Juli, Agustus dan Desember perkarayang dicabut berjumlah 4 perkara, sedangkan pada bulan Septemberterdapat 3 perkara yang dicabut.Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa data cerai talak yang diputustahun 2017 juga mengalami penaikan dan penurunan setiap bulannya.Perkara cerai talak yang diputus paling banyak pada bulan Agustusberjumlah 32 perkara, sedangkan pada bulan Januari terjadi penurunan ceraitalak yang diputus berjumlah 14 perkara. Kemudian perkara yang dicabutpaling banyak terdapat pada bulan Maret dan Mei sedangkan pada bulan Junitidak terdapat perkara yang dicabut.
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Data kasus cerai talak di Pengadilan Agama Padang mengenai perkarayang diterima misalnya pada bulan Januari belum tentu diputus pada bulanJanuari, karena mengingat bahwa prosedur berperkara di Pengadilan Agamamengalami jangka waktu yang lama sehingga tidak mungkin pada bulanJanuari perkara yang baru diterima langsung diputus pada bulan Januarijuga. Adapun perkara di Pengadilan mengalami beberapa keadaandiantaranya adalah perkara diterima, perkara dikabulkan, perkara dicabut,perkara ditolak, perkara tidak diterima, perkara digugurkan, perkara dicoretdari register, dan  perkara dibatalkan. Masing-masing keadaan perkaratersebut memiliki suatu ketentuan mengapa suatu perkara itu bias dikatakanditerima, dikabulkan, dicabut, ditolak, tidak dapat diterima, digugurkan,dicoret dari register serta dibatalkan.Suatu perkara dapat dikabulkan apabila suatu gugatan yang diajukankepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya, makagugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Akan tetapi jika sebagian saja yangterbukti kebenaran dalil gugatannya, maka gugatan tersebut dikabulkansebagian. Sedangkan, suatu perkara dapat ditolak apabila suatu gugatan yangdiajukan oleh penggugat ke pengadilan dan di depan sidang pengadilanpenggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalilgugatannya, maka gugatannya ditolak. Penolakan itu dapat seluruhnya atausebagian tergantung si penggugat dapat mengajukan bukti gugatannya (RI,2010, p. 118).Suatu perkara dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belummemberikan jawaban. Jika tergugat sudah memberikan jawaban, makapencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari tergugat (RI, 2010, p.75). Akan tetapi, suatu perkara dapat digugurkan jika penggugat atau parapenggugat telah dipanggil secara resmi tetapi tidak datang atau tidakmengirim kuasanya untuk menghadiri sidang di Pengadilan Agama. Dalamhal perkara digugurkan, penggugat dapat mengajukan kembali gugatan
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tersebut sekali lagi dengan membayar panjar biaya perkara. Gugatan yangdinyatakan gugur dituangkan dalam putusan, sedangkan gugatan yangdicabut dituangkan dalam bentuk penetapan (RI 2010, 69-70). Kemudiansuatu perkara dapat dibatalkan apabila panjar biaya habis dan parapenggugat tidak membayar dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan.
3.3 Mekanisme Penyelesaian Kasus Permohonan Cerai Talak di

Pengadilan Agama PadangPerkara permohonan talak dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 jo.Pasal 66 dan Pasal 72 UU No. 1 tahun 1989 jo. Pasal 113 KHI disebutkanbahwa perkawinan putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusanpengadilan. Mengenai pemeriksaan perkara perceraian dalam Pasal 54 UUNo. 7 Tahun 1989 diatur secara khusus yaitu cerai talak (Pasal 66-72), ceraigugat (Pasal 173-186), cerai dengan alasan zina (Pasal 87-58) (Lubis,Marzuki dan Dewi 2008, 114-115).Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya,menurut Pasal 66 jo. Pasal 67 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006jo. UU No. 50 Tahun 2009, mengajukan permohonan kepada PengadilanAgama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Jadi, dalamproses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon,sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.Permohonan yang memuat nama, umur dan tempat kediaman suamisebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dengan alasan-alasan hukumperceraian yang menjadi dasar cerai talak, diajukan kepada PengadilanAgama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagaitermohon, kecuali apabila istri sebagai termohon dengan sengajameninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suamisebagai pemohon.Dalam hal istri sebagai termohon bertempat kediaman di luar Negarapermohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya
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meliputi tempat kediaman suami sebagai pemohon. Dalam hal suami sebagaipemohon dan istri sebagai termohon bertempat kediaman di luar negeri,maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerahhukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepadaPengadilan Agama Jakarta Pusat. Permohonan soal penguasaan anak, nafkahanak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan(Syaifuddin, Turatmiyah dan Yahanan 2016, 241-242).Pemeriksaan permohonan cerai talak, menurut Pasal 68 UU No. 7Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009, dilakukanoleh Majelis Hakim Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan diKepaniteraan. Pemeriksaan permohonan talak dilakukan dalam sidangtertutup (Soeroso 2010, 277).Sedangkan Tata Cara Perceraian menurut KHI sebagai berikut:Pasal 129Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinyamengajukan permohonan, baik lisan maupun tulisan kepadaPengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasanserta meminta diadakan sidang untuk keperluan ini.Pasal 130Pengadilan Agama dapat menolak atau mengabulkan permohonantersebut, dan terhadap keputusan tersebut tidak dapat diminta upayabanding dan kasasi.Pasal 131(1) Mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktuselambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan istrinyauntuk menerima penjelasan tentang sesuatu yang berhubungandengan maksud menjatuhkan talak.(2) Setelah Pengadilan Agama  tidak berhasil menasehati keduabelah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talakserta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalamrumahtangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannyatentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
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(3) Setelah keputusan mempunyai ketetapan hukum tetap, suamimengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama,dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya.(4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam empo 6 (enam)bulan sejak terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentangizin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap,maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatanperkawinan tetap utuh.(5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak pengadilan agamamembuat penetepan tentang terjadinya talak rangkap empatyang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami istri. Helaipertama beserta surat ikrar talak dikirim kepada PegawaiPencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untukdiadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masingdiberikan kepada mantan suami dan helai keempat disimpanoleh Pengadilan Agama.
3.3.1 Akibat Hukum Perceraian Karena TalakAkibat hukum yang terjadi setelah ikrar talak  yaitu hubungan  antarasuami-istri putus, istri mempunyai hal iddah selama 3 (tiga) bulan dan dapatdilaksanakan pembagian harta bersama, adanya hak pemeliharaan anak atauhadhanah (Pasal 149-157, jo. 105 KHI) (Lubis, Marzuki dan Dewi 2008, 129).Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atauperistiwa hukum yang diberi akibat hukum. Adapun akibat-akibat hukumperceraian adalah:1) Akibat hukum perceraian terhadap anakAkibat hukum perceraian terhadap kedudukan dan perlindunganhak-hak anak menurut Pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 ialah baikbapak maupun ibu tetap mempunyai kewajiban memelihara danmendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, makaPengadilan yang memberi keputusannya.Pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bapakyang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikanyang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat
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memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut. Artinya biaya pemeliharaan anakditanggung oleh ayah sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerjamendapat penghasilan atau anak menikah, walaupun pemelihraan anaktidak padanya. Ayah tetap mempunyai kewajiban untuk membiayaipenghidupan anak.Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 huruf d,menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, makabekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknyayang belum mencapai umur 21 tahun. Hadhanah menurut Pasal 1 huruf gKompilasi Hukum Islam adalah pemeliharaan anak, yaitu kegiatanmengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampuberdiri sendiri.2) Akibat hukum perceraian terhadap bekas suami/istriAkibat hukum perceraian terhadap kedudukan, hak dankewajiban suami/istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan penghidupan dan/atau menentukan susuatu kewajibanbagi bekas istri.  Ketentuan dalam Pasal ini mempunyai kaitan denganPasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa bagi seorang wanita yang putusperkawinannya  berlaku jangka waktu tunggu, yang kemudian pasal initelah dijabarkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 149 huruf a sampai cmentukan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suamiwajib memberikan mut’ah yang layak kepada istrinya baik berupa uangatau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dhukul. Memberinafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istriselama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’inatau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi mahar yang masih
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terhutang separuhnya dan separuh apabila qabla ad-dhukul. Kemudiandijelaskan pula pada Pasal 152 bahwa Bekas istri berhak mendapatkannafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.3) Akibat hukum perceraian terhadap harta bersamaAkibat hukum perceraian terhadap harta bersama menurut UUNo. 1 Tahun 1974 Pasal 37 ialah bila perkawinan putus karenaperceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,yang mencakup hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain.  Iniberarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak(mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukummana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan,Hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilandan sewajarnya.Kompilasi Hukum Islam Pasal 157 menentukan bahwa akibathukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersamaadalah harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebutdalam Pasal 96, 97 yang memuat ketentuan bahwa janda atau duda ceraihidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjangtidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
3.4 Eksekusi Putusan

3.4.1 Pengertian EksekusiEksekusi atau pelaksanaan putusan adalah hal menjalankan putusanpengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi yaknimelaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatanumum, apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela.Dengan kata lain eksekusi adalah tindakan yang dilakukan secara paksaterhadap pihak yang kalah dalam perkara (Harahap 1988, 5).Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yangdirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Hal ini
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dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan. Putusan hakim dapatdilaksanakan secara sukarela (natural) atau secara paksa denganmenggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakansecara sukarela (Lubis, Marzuki dan Dewi 2008, 174).
3.4.2 Jenis-Jenis Pelaksanaan PutusanAda beberapa jenis pelaksanaan putusan, yaitu:1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlahuang. Hal ini diatur dalam Pasal 196 HIR, Pasal 208 RBg.2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatuperbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR, Pasal 259 RBg.3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatubenda tetap, yang disebut dengan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam Pasal1033 Rv.4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. Hal ini diatur dalam Pasal 200ayat (1) HIR, Pasal 218 ayar (2) RBg (Lubis, Marzuki dan Dewi 2008, 174).
3.4.3 Putusan yang Dapat DieksekusiPutusan yang dapat dieksekusi ialah yang memenuhi syarat-syaratuntuk dieksekusi, yaitu :1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap kecuali dalam hal:a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakanlebih dulu (uitvoerbaar by vooraad).b. Pelaksanaan putusan Provisi.c. Pelaksanaan Akta Perdamaian.d. Pelaksanaan (Eksekusi) Grose Akta.2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipunia telah diberi peringatan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama.3. Putusan hakim bersifat condemnatoir. Putusan yang bersifat deklaratoiratau constitutief tidak diperlukan eksekusi.
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4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketuaPengadilan Agama (Lubis, Marzuki dan Dewi 2008, 175).
3.4.4 Tata Cara Pelaksanaan PutusanDalam praktek di Pengadilan Agama eksekusi pelaksanaanpembayaran nafkah iddah akan melalui beberapa tahap yaitu:a. Permohonan eksekusi, yaitu pihak istri yang merasa dirugikankarena nafkah iddahnya tidak dibayarkan oleh suami, maka dapatmengajukan permohonan untuk  mengeksekusi nagkah iddah diPengadilan Agama.b. Membayar biaya eksekusi, yaitu pihak istri yang memohonkaneksekusi nafkah iddah di Pengadilan Agama diwajibkanmenanggung seluruh biaya.c. Aanmaning, yaitu berdasarkan permohonan tersebut KetuaPengadilan agama memanggil pihak yang dikenai kewajiban nafkahiddah yaitu suami ditegur atau diberi peringatan dialkukan denganmelakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi denganmenentukan tanggal, hari, dan jam persidangan tersebut. Hal inidilakukan agar memenuhi putusan terkait nafkah iddah dalamjangka waktu 8 hari setelah mendapat teguran tersebut. Hal iniberdasarkan Pasal 196 HIR, atau 207 RBg.d. Penetapan sita eksekusi, apabila dalam perkara nafkah iddah belumditentukan sita jaminan.e. Penetapan perintah eksekusi, yaitu surat perintah eksekusi nafkahiddah yang berisi perintah penjualan lelang barang-barang yangtelah diletakkah sita eksekusinya dengan menyebut jelas objekyang akan dieksekusi dan putusan yang menjadi dasar eksekusitersebut.f. Penggumuman lelang sebagai eksekusi nafkah iddah dapatdilakukan melalui surat kabar atau media masa.
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g. Permintaan lelang, Ketua Pengadilan Agama meminta bantuanKantor Lelang Negara untuk menjual lelang barang-barang yangtelah diletakkan sita eksekusi.h. Pendaftaran permintaan lelang yaitu Kantor Lelang Negaramendaftarkan permintaan lelang dalam buku khusus untuk itu dansifat pendaftaran terbuka untuk umum, sesuai Pasal 5 PeraturanLelang Stb. 1908 Nomor 189.i. Penetapan hari lelang, yaitu Kantor Lelang Negara menetapkan harilelang.j. Penetapan syarat lelang dan floor price, penetapan lelang menjadihak dari Ketua Pengadilan Agama sebagai penjual untuk dan atasnama termohon eksekusi. Sedangkan floor price atau patokan hargaterendah dilakukan oleh Kantor Lelang Negara dengan disesuaikannilai ekonomis barang.k. Tata cara penawaran, terlebih dahulu menggunakan cara di manapihak yang menawar menulis secara tertulis dalam aplop tertutupdengan menyebut identitas yang jelas, harga yang disanggupi danditandatangani. Kemudian apabila tidak ada penawaran yangmencapai patokan harga maka penawaran dapat dilakukan secaralisan dengan persetujuan pihak penjual yaitu Pengadilan Agama.l. Pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembeli leang yaitupenawar tertinggi dan tawaran itu minimal sesuai dengan floor

price.m. Pembayaran harga lelang, barang hasil sita eksekusi nafkah iddahmenjadi hak dari Pengadilan Agama untuk menentukan syarat-syarat pembayaran lelang yang akan nantinya hasil lelangdiserahkan kepada pemohon eksekusi nafkah iddah (Musthofa2005, 112).


